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ABSTRAK 

 

AFDITA GALUH KIRANA, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca 

Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) 

(dibimbing oleh Ibu Rusdaya, dan Pak Suarning). 

Penelitian ini membahas tentang fakta tanggung jawab ayah pasca perceraian 

pada masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu 1) Bagaimana fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca 

perceraian di Bacukiki Barat 2) Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap 

tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di Bacukiki Barat. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini 

menggunakan teori Tanggung Jawab, Maslahah, dan Hadhanah. Dan penelitian ini 

menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fakta yang terjadi perihal 

tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat 

terdapat beberapa pola dalam pelaksanaanya, ada yang memenuhinya dengan tidak 

sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau 

berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela semua anak hasil perkawinan yang 

sah dan ikut tinggal bersama ibunya hampir semua tanggung jawab terhadap anak 

yang menanggung sepenuhnya adalah ibu. Faktor Ayahnya tidak mempunyai 

pekerjaan yang tetap, Menikah Kembali ayahnya yang sudah menikah kembali, 

Miskin, dan Kurangnya pemahaman terhadap agama. 2) Berdasarkan analisis Hukum 

Keluarga Islam bahwa Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca 

perceraian di Bacukiki Barat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena anak-anak 

tidak mendapatkan tangggung jawab penuh dari ayah kandungnya setelah orang 

tuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya 

bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung 

jawab dari seorang ayahnya. 

 

Kata Kunci : Tanggung jawab, Perceraian, dan Hukum Keluarga Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 

lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Tabel 1.1 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ
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 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Shad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain ‗ koma terbalik ke atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

 Ha H Ha ىّ

 Hamzah   Apostrof ء
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٘ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 

 

b. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 

Tabel 1.2 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhomma U U ا َ

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan 

huruf yaitu: 

Tabel 1.3 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ْٙ  Fathah dan Ya Ai a dan i ىَ

 ْٕ  Fathah dan Wau Au a dan u ىَ

Contoh : 

ْٛفَ   Kaifa :كَ
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لَ  ْٕ  Haula :حَ

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 1.4 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan ىاَ /ىَٙ

Alif atau 

ya 

 

A 

a dan garis di 

atas 

 ْٙ  Kasrah dan ىِ

Ya 

 

I 

i dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ىُٕ

Wau 

 

U 

u dan garis di 

atas 

Contoh : 

 māta:  ياث

 ramā :  زيٗ

 qīla :  لٛم

 yamūtu :  ًٕٚث

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَتُ انجََُّتِ  ْٔ  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  زَ

َُْٚتُ انْفَاضِهَتِ  دِ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah :  انَْ

تُ  ًَ  al-hikmah :   انَْحِكْ

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   Rabbanā: زَبَُّ

ُْٛاَ   Najjainā : ََجَّ

  al-haqq : انَْحَك   

 al-hajj : انَْحَج   

 nuʻʻima : َعُْىَ  

   ٔ  ʻaduwwun : عَدُ

Jika huruf ٖbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّٙ  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ىِ

Contoh: 
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  ٙ  ʻ rabi (bukan ʻ rabiyy atau ʻ raby): عَسَبِ

  ٙ  ʻ li (bukan ʻ lyy atau ʻ ly) : عَهِ

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf       

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

طُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  انَْشَ

نْصَنَتُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انَصَّ

 al-falsafah :  انفهَْعَفَتُ 

 al-bilādu :  انَْبلَِادُ 

g. Hamzah 

 turan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‗) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta‟murūna :  تَأيُْسُ

عُ   ‟al-nau :  انَُّٕ

ء   ْٙ  syai‟un :  شَ
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 Umirtu :  أيُِسْثُ 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 

(dar Qur‟an), Sunnah.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata ― llah‖ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

ٍُ اللهِ  ْٚ  billah با الله    Dīnullah  دِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

تِ اللهِ  ًَ ْٙ زَحْ  Hum fī rahmatillāh  ْىُْ فِ

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 
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digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B.  Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
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swt.  =  subḥānahū wa ta„āla 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. =  „alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 

QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحت = ص

 بدٌٔ = دو

 صهٗ الله عهّٛ ٔظهى = صهعى

 طبعت = ط

 بدٌٔ َاشس = ىٍ

 إنٗ آذسْا / إنٗ آذسِ = اند

 جصء = ج
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  :  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata ―editor‖ berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. :  ―Dan lain-lain‖ atau ―dan kawan-kawan‖ (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. lternatifnya, digunakan singkatan dkk. (―dan 

kawan-kawan‖) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.  :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. :  Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.  :  Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang 

berkalasepertijurnal,majalah, buku dan lain-lain sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
1
 

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan 

oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasullullah SAW bahwa 

perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq. Dalam kalimat lain 

disebutkan :"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain 

daripada Thalaq" (HR. Abu Dawud ra).
2
 

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya 

perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan 

undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang 

tuanya. 

Berhubung arti pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah 

perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Khususnya bagi orang tua, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan memberikan pengaturan tentang peran orang tua dalam membangun dan 

mendidik anak. Ketentuan tentang peran orang tua dalam Undang-Undang 

Perkawinan telah banyak memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban orang tua 

                                                             
1
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma Arif, 1997). h.12 
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terutama terhadap hak-hak anak. Anak diberi hak untuk mendapat asuhan, 

pemeliharaan, didikan yang melekat sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3
 

 swtBaqarah ayat 233, Allah -Dalam Al Quran Surat Al

berfirman:  

 

وٰلدّٰتِ يِرْضّعْنَ 
ْ
ى ۞ وَال

َ
ضَاعَةَۗ  وَعَل تّمَّ الرَّ نْ يُّ

َ
رَادَ ا

َ
يْنّ لّمَنْ ا

َ
امّل

َ
يْنّ ك

َ
ادَهِنَّ حَوْل

َ
وْل
َ
ا

ا تِضُاۤرَّ 
َ
ا وِسْعَهَاۚ  ل

َّ
فِ نَفْسٌ اّل

َّ
ا تِكَل

َ
مَعْرِوْفّۗ ل

ْ
هٗ رّزْقِهِنَّ وكَّسْوَتِهِنَّ بّال

َ
وْدّ ل

ِ
مَوْل

ْ
ال

دّهَ 
َ
هٗ بّ  اوَالدَّةٌ بّۢوَل

َّ
وْدٌ ل

ِ
ا مَوْل

َ
ا عَنْ وَل

ً
رَادَا فّصُال

َ
 ذٰلّكَۚ  فَاّنْ ا

ِ
وَارّثّ مّثْل

ْ
ى ال

َ
دّهٖ وَعَل

َ
وَل

مْ 
ِ
ادكَ

َ
وْل
َ
نْ تسَْتَرْضّعِوْْٓا ا

َ
مْ ا رَدْتُّ

َ
يْهّمَاۗ وَاّنْ ا

َ
ا جِنَاحَ عَل

َ
نْهِمَا وَتشََاوِرٍ فَل تَرَاضٍ م ّ

مْتِ 
َّ
مْ اّذَا سَل

ِ
يْك

َ
ا جِنَاحَ عَل

َ
مَعْ  مْ فَل

ْ
تَيْتِمْ بّال

ٰ
آْ ا َ مَّ نَّ اللّٰه

َ
مِوْْٓا ا

َ
َ وَاعْل رِوْفّۗ وَاتَّقِوا اللّٰه

وْنَ بَصّيْرٌ 
ِ
 بّمَا تَعْمَل

Terjemahnya:  

―Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.‖
4
 

Pada kenyataannya, fakta sosial yang terjadi dilingkungan sekitar khususnya 

di Kec. Bacukiki Barat masih ada yang terjadi dengan bercerainya orang tua 

                                                             
3
 Virianto  ndrew Jofrans Mumu, ‗TINJ U N YURIDIS TENT NG T NGGUNG 

JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM UU NO 1 1974 

P S L 45  Y T (1)‘, VI (2018). 
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemah. 
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khususnya ayah, telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu 

menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan 

dengan kondisi ekonomi yang mencukupi.  

Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan 

hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang 

harus ditegakan demi perkembangan anak anaknya dengan baik. Anak merupakan 

amanah yang dititipkan Allah swt. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih 

payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal hal yang kurang atau tidak 

nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih 

baik. 

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat 

dalam pasal 28 B ayat 2 berbunyi: ―Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‖.
5
 

 Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 

1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 

nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi 

internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convension On The 

Rights Of The Child  (Konvensi  Tentang Hak Anak).
6
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul ― Tanggung Jawab Ayah 

terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum 

Keluarga Islam) ‖ dengan harapan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab 

                                                             
5
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

6
 Betra Sarianti, ‗Tingkat Kepatuhan  yah Membayar Nafkah  nak Pasca Perceraian‘, 

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27.2 (2018), h.106-107.  
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orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penyelesaian pernasalahan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terutama bagi seorang ayah. 

B. Rumus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah 

bagaimana ―Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan 

Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)‖ dengan sub rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca 

perceraian di Bacukiki Barat?  

2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap tanggung jawab ayah 

pada anak pasca perceraian di Bacukiki Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta yang terjadi terhadap bentuk 

pemeliharaan atau tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di 

Bacukiki Barat 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab seorang ayah terhadap anak dalam 

hukum keluarga Islam pasca bercerai di Bacukiki Barat 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan 

keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, Khususnya pada  

permasalahan tanggung jawab seorang Ayah terhadap anak dalam hukum 

Islam pasca bercerai. 
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2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bagi masyarakat mengenai tanggung jawab seorang ayah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Research yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah: 

Luky Firmansyah  ditama dalam penelitian berjudul ―Tanggung Jawab 

Hukum Orang Tua Terhadap  nak Setelah Perceraian‖. Dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak 

mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang 

seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada 

saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun, sebagai orang tua tetap 

harus menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan pendidikan, memberikan 

tempat tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta 

kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. 
7
  

Persamaan penelitian Luky Firmansyah Aditama dengan Penelitian ini ialah 

ingin mengemukakan bahwa suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak 

mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang 

seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada 

saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun. 

                                                             
7 Luky Firmansyah  ditama, ‗Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap  nak Setelah 

Perceraian‘, (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian 

Di Sidoarjo), 2016. h.7.  
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Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada 

pembahasan penelitiannya. Penelitian sebelumnya Luky Firmansyah Aditama 

membahas tentang tanggung jawab hukum orang tua di Sidoarjo sedangkan 

penelitian ini fokus membahas tentang analisis hukum keluarga Islam pada tanggung 

jawab seorang ayah terhadap anak pasca perceraian. 

Casafranca Loayza dalam penelitian berjudul ―Tanggung Jawab  yah 

Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Magelang‘‘ Ayah yang bertanggung jawab atas nafkah anak yaitu semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa dan 

dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun. Nafkah anak meliputi 

seluruh kebutuhan hidupnya termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, sehingga 

seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan. Ayah wajib untuk tetap memperhatikan tumbuh dan 

berkembangnya anak baik secara jasmani maupun rohani.
8
 

Persamaan penelitian Casafranca Loayza dengan penelitian ini ialah untuk 

mengemukakan bahwa ayah wajib untuk tetap memperhatikan tumbuh kembangnya 

anak baik secara jasmani maupun rohani. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan 

dan lokasi penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas tentang tanggung jawab 

ayah pada anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang 

sedangkan penelitian ini fokus pada fakta tanggung jawab ayah terhadap anak pasca 

perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat. 

                                                             
8
 Yemira Loayza, Casafranca, ‗Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus 

Perceraian Di Pengadilan  gama Kabupaten Magelang‘, 2018.h.43. 
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Betra Sarianti dalam penelitian berjudul ―Tingkat Kepatuhan  yah Membayar 

Nafkah  nak Pasca Perceraian‖  nak merupakan pihak yang paling dirugikan jika 

terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai  maka anak 

tidak mendapatkan hak haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena 

tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah 

meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan besaran biaya  hadhanah 

(nafkah anak), putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun 

dipatuhi, besarannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua 

berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi 

sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan 

dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.
9
 

Persamaan penelitian Betra Sarianti dengan penelitian ini adalah untuk 

mengemukakan bahwa kepatuhan/tanggung jawab ayah membayar nafkah anak 

pasca perceraian sangat rendah. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasannya. Penelitian sebelumnya fokus pada tingkat kepatuhan seorang ayah. 

Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum keluarga Islam pada tanggung 

jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Tanggung Jawab 

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung 

                                                             
9
 Betra Sarianti, ‗Tingkat Kepatuhan  yah Membayar Nafkah  nak Pasca Perceraian‘, 

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2018.h.115. 
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segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat 

sikap pihak sendiri atau pihak lain.
10

 Sedangkan Pertanggungjawaban adalah 

perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung 

jawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada 

Pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan 

oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang 

untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah di wajibkan kepadanya.
11

 

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa 

meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang 

dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat 

kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa 

yang diwajibkan kepadanya.
12

 

Tanggungjawab (responsibility) merupakan pencerminan tingkah laku 

manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, 

merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.
13

 Ketika 

sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab 

dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu 

dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh 

kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab 

                                                             
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
11

 Andriansyah, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar 

Swadaya Grup), 2015). 
12

 Ridwan H R, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006). 
13

 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Cet. I (Surabaya: Airlangga University Press. 

Pusat Penerbitan dan Percetakan). 
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yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung 

jawab yang dikaitkan dengan gejolak mental sementara atau akibat yang tidak 

disadari.  

Sementara itu responsibility hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. 

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang 

dilaksankan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan 

apapun yang telah ditimbulkannya. 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 

dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan 

sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: 

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara 

pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
14

 

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak 

pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

                                                             
14

 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara baru, 

1990), h.80. 
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2. Teori Maslahah 

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur‘an dan 

Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan 

sehingga dapat menolak keburukan seperti, pembukuan ayat-ayat Al-Qur‘an. 

meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahah 

umat.
15

 

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara‘ yang 

dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek menda 

hulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan 

hukum.
16

 Pengertian maslahah (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, 

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah 

dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Maslahah atau sering 

disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan 

yang tidak disinggung oleh syara‘ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh 

untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 

mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat disebut juga 

mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau 

kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan 

menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia. 

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara 

mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara‘ 

                                                             
15

 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013). 
16

 Abdul Hamid, Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al-Adalah, 2015. 
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(maqâshid syarî‘ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-

manfa‘ah wa daf‘ al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). 

Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum 

Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan 

ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, 

maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.
17

 

Konsep maslahat dalam pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi didasarkan pada 

dalil-dalil nas bahwa tujuan syariat (maqashid asy-syariah) adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. At-Tufi mendasarkan pada 

syarah hadis  rba‘in Nawawi "ضرار ضرروال  sedangkan asy-Syatibi menjadikan ", ال

dasar maslahat pada keseluruhan dalil baik teks (al-Qur‘an dan hadis), ijma‘ dan lain-

lain melalui penalaran induktif.  

Pandangan at-Tufi tentang maslahat merupakan dalil tersendiri dan mandiri di 

luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemaf-sadatan. Dengan 

demikian, secara epistemologis, at-tufi lebih menempatkan posisi akal dari pada 

wahyu dalam menentukan kemas-lahatan dan kemafsadatan hukum sedangkan asy-

Syatibi berupaya memadukan antara akal dan wahyu karena apabila maslahat 

universal yang diperoleh dari dalil qat‘i bertentangan dengan maslahat yang bersifat 

juz‘i maka maslahat yang bersifat universal yang ditegakkan.
18 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan 

kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai 

                                                             
17

 Agus Hermanto, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi 

Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali), Al-Adalah, 2017. 
18

 Rusdaya Basri, ‗Pandangan  t-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis 

Perbandingan)‘, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 9.2 (2011), h.184. 
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makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas 

bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan 

sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda 

jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. 

 Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak 

madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai 

kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau 

maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada 

tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat 

adalah menjaga atau memelihara tujuan syara‘, adapun tujuan syara‘ yang 

berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) 

terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, 

dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup 

pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap 

sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika 

menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua 

yang mengandung pemeliharaan tujuan syara‘ yang lima ini, merupakan maslahat, 

dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak 

yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.
19

 

 Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian 

yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan 

untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat 

dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak 

                                                             
19

 Al-Ghazali, ‗Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran 

Hukum Islam Najaamuddin At-Thufi)‘, Dalam Jurnal Miftaakhul Amri, 2018. 
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negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh 

karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka 

penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah 

dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur 

perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah 

mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun 

yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
20

 

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari‘ah). 

Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari‘ mentransmisikan Maslahah sehingga lahir 

kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya 

terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian 

pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan 

memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang 

dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak 

ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran 

yang menyatakan Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks 

suci Syariah. Maka, Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan 

perubahan hukum Islam di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat 

bertumpu padanya. 

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan 

hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap 

                                                             
20

 Jamaluddin, ‗Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 

1974 Dan Kompilasi Hukum Islam‘, Asy-Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah Dan Hukum, 2012. 
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kurun waktu, di setiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa 

ruang lingkup penerapan hukum maslahah ini terbatas pada bidang mu‘amalah.
21

 

3. Teori Hadhanah 

Hadhanah berasal dari kata             -                  -          yang berarti     

(lambung atau rusuk erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat 

“hadhanah ath-thaairu baidhahu‖, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, 

begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya.
22

 Pemeliharaan anak 

dalam bahasa  rab disebut dengan istilah ―hadhanah‖.
23 

Maksudnya adalah 

merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga 

dan mengatur diri sendiri. 

Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil laki-laki 

atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. Al-hadhn 

tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih 

tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang 

laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang 

tuanya. Akan tetapi syara‘ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. 

Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena 

kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.
24

 

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakan sesuatu dekat tulang  rusuk atau 

dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu di 

pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, 

                                                             
21

 Rusdaya Basri, ‗Ushul Fikih 1‘ (I IN Parepare Nusantara Press, 2020) h.99. 
22

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2,  Terj: Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk (Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2007) h.237. 
23

 Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2013) h.175. 
24

 Ibrahim Muhammad Al-jamal, Fiqih Muslimah. h.341. 
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sehingga ―hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan 

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri  sendiri mengurus dirinya 

yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
25 

Pada Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak 

kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan 

memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, 

memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan 

intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.
26

 

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau 

mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. 

Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. 

Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, 

selama keduanya mempunya kemampuan untuk      itu.
27

 

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut 

dengan nama Sa‘ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum 

mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya 

dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.
28

 

Menurut Qalyubi Dan Umaiyrah:
29

  

―hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan 

mendidiknya dengan hal-hal baik”. 
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 Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat. h.175. 
26

 Abdul Aziz Dahlan, „Hadhanah‟ Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
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 Harun Nasution, „Hadhanah‟ Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Djambatan, 1992) h.269. 
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 As-San‘ani, Subulus Salam, Cet.III (Surabaya: Al Ikhlas, 1995) h.37. 
29
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Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih 

digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu Kafalah dan 

Hadhanah .
30

 

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah 

―pemeliharaan‖ atau ―pengasuhan‖. Dalam arti yang lebih lengkap adalah 

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal 

ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi 

perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. 

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan 

mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah 

pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan  pokok si anak. 

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek : 

a. Pendidikan. 

b. Pencakupannya kebutuhan. 

c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia 

tertentu). 

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara 

material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri 

sediri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa. 

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian 

pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang 
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kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 

ini disebutkan bahwa, ―Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya‖. 

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, 

mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah : 

a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang 

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. 

b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta 

pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak 

itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa 

berdiri sendiri.
31

 

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan 

anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah 

mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. 

Hadanah/pengasuhan anak menurut Mursyidin ―harus ada tuntutan hak,    

sebab jangan sampai orang tidak mau mempersengketakan atau mempermasalahkan   

masalah   anak   karena   lebih   banyak   masalah   perceraian mempunyai  anak  

akan  tetapi  tidak    mempermasalahkan  anak  termasuk  dalam  hal cerai   talak.   

Meskipun   demikian,   Mursyidin   menambahkan   bahwa   dalam   hal masalah  

nafkah  pemeliharaan  anak  bisa  saja  digunakan  hak ex  officio hakim. Misalnya  

hak  hadanah  ini  jatuh  kepada  istrinya,  tapi  sang  isteri  lupa  menuntut. Bahwa  

ada  sekian  dari  suaminya  setiap  bulan  sampai  anak  itu  berumur  21  tahun atau  
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sudah  manpu  untuk  berdiri  sendiri.  disitu  biasanya ex  officio  nyahakim 

diterapkan.
32

 

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh  anak. 

Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan 

Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak 

lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memeilih 

dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi‘i berpendapat bahwa batas 

mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. 

Sedagkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.
33

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz 

seorang anak adalah berumur 12 tahun.
34

 Sedangkan Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz 

jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.
35

 

Para Ulama Fikih mendefinisikan : hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah 

besar tetapi blom mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, 

rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 

jawab. 

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat 
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anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak 

orang tua (terutama ibu) atau hak anak.
36

 

A. Dasar Hukum Hadhanah 

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika 

disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteriil.
37 

Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya 

ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan 

berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. 

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, 

pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian 

antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih 

bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung  jawab seorang ayah 

tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memlihara (hadhanah) didasarkan 

pada al Qur‘an dan hadits. 

1. Al-Qur‘an 

Firman Allah dalam QS. At-Tahrim : 6 

 
 
انْحِجَازَةُ عَهَْٛٓاَ يَهٰ َٔ دُْاَ انَُّاضُ  ْٕ لُ َّٔ اَْْهِْٛكُىْ َاَزًا  َٔ َْفعَُكُىْ  ا اَ ْٰٕٓ ا لُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ٰٓاَٚ ٓاَ انَّرِ ىكِكَت  لِلَاظ  ٰٚ

 ٌَ ْٔ ٌَ يَا ٚؤُْيَسُ ْٕ ُ ٚفَْعَه َٔ َ يَآٰ ايََسَْىُْ 
ٌَ اّللهٰ ْٕ  شِدَاد  لاَّ ٚعَْصُ

Terjemahnya: 

―Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 
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mengerjakan apa yang diperintahkan.‖
38

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara 

anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu 

melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam 

anggota keluarga dalam  ayat ini ialah, anak. 

2. Al-Hadist 
 وعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما أن أمرءة قالت: يا رسول االله، ان

 ابنى ىذا كان بطني لو وعاء . وحجري لو حواء وثديي لو سقاء، وزعم

داود أبوه أنو يترعو مني فقال: أنت أحق بو مالم تنكحي )رواه أحمد وأبو  
 والبيهقى والحاكم وصححو ) 39

Artinya:  

 

―Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya : 

―Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang 

menjadi bejananya, lambungku yang  menjadi pelindungnya dan susuku yang 

menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk 

mengambil dariku, maka sabdanya ―Engkau lebih berhak terhadapnya selama 

engkau belum kawin dengan orang lain. 

B. Syarat-Syarat Hadhanah 

Seorang hadhin (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak 

kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan 

syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka 

gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya. Syarat-syaratnya itu adalah : 

1. Berakal, tidak terganggu ingatannya 
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Sebab hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab 

oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau 

gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.
40

 

2. Dewasa 

Sebab abak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia tetap membutuhkan 

orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya karena itu dia 

tidak boleh menangani urusan orang lain.
41

 

3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan 

mendidik makhdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu 

pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 

4. Amanah dan berbudi 

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat 

dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang 

yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik 

kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan 

tugas ini. 

Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah 

sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin sehingga banyak anak-anak yang 

terlantar akibat sedikitnya hadhin yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak 

pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, 

karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun 

melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan 
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orang yang berada dalam perwaliannya.
42

 

5. Islam 

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai 

pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik 

anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak 

atas kedua orang tua. 

Hadhanah juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak 

membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah berfirman 

dalam QS. An-Nisa‘ : 141  

ْٛلًا  ۗ... ٍَ ظَبِ ْٛ ؤْيُِِ ًُ ٍَ عَهَٗ انْ ْٚ ُ نهِْكٰفسِِ
ٍْ َّٚجْعَمَ اّللهٰ نَ َٔ   

Terjemahnya: 

...―Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 

untuk mengalahkan orang-orang mukmin.‖
43

 

6.  Belum kawin lagi, jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung 

dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah 

bahwa seorang ibu hanya punya hak hadhanah bagi anaknya selama 

belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ahli fiqih tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia 

menikah dengan  kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih 

sayang dan tanggung jawabnya.
44

 

7. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan- 
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urusan degan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk 

mengasuh anak kecil. 

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu 

yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian 

memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam 

menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada 

suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah 

satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah  hak hadhanah ke tangan 

ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke 

tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara 

perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan 

perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu 

yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara 

laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak 

perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang 

sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, 

bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang 

sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.
 

C. Masa dan Upah Hadhanah 

Pada prinsipnya masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak membutuhkan 

lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah 

menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, 

berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-
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laki dan 9 tahun bagi anak perempuan,
45 

sedang menurut Imam Syafi‘i, tak ada 

batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 

atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu 

dan ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya. 

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia 

anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak 

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan 

perkawinan.
46

 

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh 

melalui dua fase yaitu : 

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan 

dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. 

2. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu 

sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan  

pengajaran. 

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke 

tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.
47 

Hadits sebagai 

pedoman tentang masa hadhanah di antaranya. 

a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah 

bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) 
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lalu beliau bersabda : 

       
48

 

Artinya :―Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama 

engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).‖ 

b.  Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan 

mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri 

Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu 

diserahkan kepada ibunya. 

c. Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar 

orang tua mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6  sampai 7 

tahun untuk mengerjakan shalat, jika anak tersebut umur 9 tahun 

enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul. 

d.  Mengenai biaya hadhanah sama seperti upah rodhoah, ibu tak berhak 

atas upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, 

atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih 

mempunyai hak nafkah.
49

 

Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak atas 

upah hadhanah seperti halnya upah radha‘ah sebagaimana yang disebutkan dalam 

surat Al Baqarah ayat 223 dan surat At Talaq ayat 6. 

Bedanya hanyalah nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya 

hadhanah diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada hadhin atau 

hadhinah. 
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Jika ibu tak sanggup melakukan hadhanah, maka hak hadhanah dapat 

dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun 

dalam hadhanah diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat 

keamanan si anak, sedang pada radha‟ah boleh dilakukan oleh selain kerabat karena 

tujuan radha‟ah ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan 

umurnya yaitu air susu, sedang tujuan hadhanah ialah memelihara dan mendidik 

anak. 

Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara keluarga 

(mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu 

harus dipertimbangkan sebagai berikut : 

a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah 

mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh 

keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh 

seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, 

apabila bapak mampu membayarnya. 

b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan 

diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh 

wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas 

pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara 

untuk kepentingan hari depannya. 

D. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 

299 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya dalam kitab Undang-

Undang Hukum Perdata : ―setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar 
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atau memanggil dengan sah para orang tua atas keluarga sedarah atau semende dari 

anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua 

orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua 

itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengandalkan putusan-

putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari 

kekuasaan orang tua. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak 

yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu maupun ayahnya. Kecuali 

apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berprilaku tidak baik maka 

Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan 

perwalian atas tiap-tiap anak.  

Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 231 bab X Tentang pembubaran 

Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata : 

―Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang 

lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi 

mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka‖. 

Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang 

tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak 

tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.
50

 

Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan 

Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan pada 

ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam 

ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri, 
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yang mana kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang 

tuanya putus.
51

 

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 ayat 1 bab X mengenai Hak dan 

Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan adal dibawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak 

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
52

 

Pada pasal 48 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan 

Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan 

orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-

barang tetap yang dimiliki anaknya yang berusia 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 meyatakan pada ayat : 

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 

usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum didalam dan luar pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 
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tuanya tidak mampu. 

Jadi, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz 

dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan 

kepada ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini 

sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi dan memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam 

kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung 

jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pegadilan 

Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya 

hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, 

pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan 

Agama.
53

 

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasannya tidak cakap atau tidak 

mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, maka 

kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alas 

an pencabutan tersebut karena : (1) orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap 

anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali. 

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiaban 

terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali 

tidakmungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi 

hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian 
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dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya.sedangkan berkelakuan 

buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan 

pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. 

C. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini berjudul ―Tanggung Jawab  yah Terhadap  nak Pasca 

Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)‖. Untuk 

memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk 

menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam 

memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan 

selanjutnya. 

1. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-

nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
54

 

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin 

dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapai konsekuensi atas pilihan yang sudah 

dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakuakan seharusnya harus 

dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang 

yang tidak bertanggung jawab menurut Facthul Mu‘in adalah orang yang memiliki 

kontrol diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan. Tanggung jawab yaitu 

memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu 

maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Ini seperti yang 
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diungkapkan oleh Fatchul Mu‘in dalam bukunya bahwa, seseorang yang 

bertanggung jawab adalah seserang yang memiliki akuntabilitas. Dimana seseorang 

yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.
55

 

2. Perceraian 

Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam 

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-

undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di 

dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. 

Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau 

tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian 

menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut 

bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, 

menceraikan.
56

 

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah. Adapun arti dari 

pada talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah 

artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.
57

 Sedangkan istilah hukum yang 

digunakan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu putusnya perkawinan. Putusnya 

perkawinan merupakan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.
58
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3. Hukum Keluarga Islam 

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan 

perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-

kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujahid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi 

kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang 

demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai mazhab, seperti empat 

mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi‘I dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna 

Asyari, Ismaili dan Zaidi).
59

 

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang 

pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian 

darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini 

sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, 

perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan 

peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan 

disini terdapat dua macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah dan kedua 

ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau 

bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat 

antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena 

perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara 

seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya). 
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D. Kerangka Pikir 

Pada penilitian ini akan dibahas mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap 

Anak Pasca Perceraian Di Kec. Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam). 

Fokus penelitian ini pada fakta yang terjadi di Kec. Bacukiki Barat pada Tanggung 

Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Cerai dilihat dari segi Analisis Hukum Keluarga 

Islam yang memberikan ketentuan dalam kewajiban seorang ayah kepada anak 

dalam memberikan nafkah, kehidupan yang layak, dan hal lain sebagainya. Seperti 

apa ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam mengatur kewajiban tanggung jawab 

seorang ayah dalam memberi nafkah, kehidupan layak dan hal lain sebagainya pasca 

perceraian.  

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan 

sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta 

mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan teori Tanggung Jawab, teori Maslahat dan teori Hadhanah untuk 

memahami tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pasca cerai sebagai 

kewajiban mutlak. 
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Hasil Penelitian 

1. Fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki 

Barat yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaanya, ada yang 

yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama 

sekali tidak memenuhi atau berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela. 

2. Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki 

Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam tidak sesuai dengan yang seharusnya. Anak-

anak tidak mendapatkan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak dari ayah 

kandungnya setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki 

Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu 

kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari seorang ayah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul yang diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan 

metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan fenomena sosial atau peristiwa dengan pendekatan kasuistik, artinya 

penelitian ini berupaya mendeskripsikan 5W+1H tentang fakta tanggung jawab ayah 

terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat, 

menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui wawancara dan 

mempelajari dokumentasi.  

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

meneliti suatu peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Hal ini 

sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa suatu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau pelaku yang diamati.
60

 

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, 

pendekatan deskriptif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, 

sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. 

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya, sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penulis pada penelitian ini adalah berfokus kepada bagaimana Fakta 

tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam masyarakat Bacukiki 

Barat. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

skunder. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan 

permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber 

data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan 

wawancara dikantor bacukiki barat. Adapun yang menjadi informan dalam 

penilitian ini yaitu masyarakat bacukiki barat sebanyak 6 orang. 

2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data 

primer.data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta 

tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, 

jumlah ilmiah, dan hasil penelitian terdahalu yang berkaitan. 
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui 

setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, teknik wawancara, 

dan teknik dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan Penelitian Lapangan 

(Field Research)  

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu : 

a. Observasi 

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data 

dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat 

didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, 

atau sesuatu.
61

 Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau 

gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor 

penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. 

b. Wawancara  

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
62

 Wawancara akan dilakukan 

terhadap masyarakat Bacukiki Barat terkait dengan bagaimana kewajiban / 

tanggung jawab orang tua terutama seorang ayah pasca perceraian dan 

dilihat dalam analisis hukum keluarga Islam. 
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c. Dokumentasi 

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari 

dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Metode ini 

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang 

ingin diteliti. 

F. Uji Keabsahan Data 

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan 

pemeriksaan keabsahan data.Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut 

kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferbility), kebergantungan 

(depenability), dan kepastian (confirmability). Dari keempat kriteria tersebut, 

pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.
63

 

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang 

berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, 

yaitu: 
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1. Derajat Credibility 

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

2. Pengujian Transferbility 

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, 

nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian 

tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti 

dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas 

atas hasil penelitiannya tersebut. 

3. Pengujian Depenability 

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian 

yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses 

penelitian tersebut. Dalam penelitian kualititatif, uji dependability dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak 

reliable atau dependable.  
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4. Pengujian Confirmability 

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan 

uji obyektivitas penelitian.Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian 

telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability 

berarti menguji hasil penenlitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.
64

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Prinsip pokok motode analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-

data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, tersturuktur, dan 

mempunyai makna. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode 

kualitiatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh 

dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi, wawancara, catatan, lapangan, dan materi-materi lain yang telah di 

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-

materi tersebut untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti 

temukan kepada orang lain. Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses 

berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan 

dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh 
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dari lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan 

kesimpulannya bersifat khusus. 

Menurut Miles dan Herdiansyah, Teknik analisis data model interaktif terdiri 

dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Kata 

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan 

dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah 

menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal 

ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kelurahan Ujung 

Sabang Kota Parepare dan Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadikan bentuk 

tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai 

bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil 

penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan 

metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk 

menyempurnakan data-data yang dikumpulkan. 

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. 

Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa 

yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses 

pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan 

rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, 

tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu 
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kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil 

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.
65

 

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang 

dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan 

reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang 

terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data 

kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus 

dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.
66
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Fakta Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak  Pasca 

Perceraian Di Bacukiki Barat 

Pasangan suami dan istri dalam melakukan perkawinan tentunya 

memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu untuk membentuk 

sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tersebut juga 

terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat 

diartikan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan mengharapkan 

bahwa setiap perkawinan itu didasarkan dengan tujuan untuk membina rumah 

tangga yang kekal dan tidak membenarkan adanya perceraian. 

Namun dalam kehidupan berkeluarga tentunya tidak selalu berjalan baik-

baik saja, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi 

manusia yang memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang berbeda yang 

dapat menyebabkan sedikit perselisihan, dan hal tersebut dianggap wajar dalam 

kehidupan berkeluarga. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang 

perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena terdapat suatu permasalahan di 

dalamnya, sehingga perkawinan tersebut berakhir pada perceraian yang akhirnya 

mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut. 
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Di Kecamatan Bacukiki Barat sendiri terdapat beberapa orang yang dapat 

dijadikan penunjang untuk keabsahan data yang diperlukan peneliti untuk 

penelitian mengenai ―Tanggung Jawab  yah Terhadap  nak Pasca Perceraian di 

Kecamatan Bacukiki Barat (  nalisis Hukum Keluarga Islam )‖. 

Mengacu pada data wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti 

menemukan bahwa anak korban perceraian orang tua sering kali ditelantarkan 

oleh salah satu pihak dari kedua orang tuanya. Sehingga pengasuhan untuk anak 

korban perceraian hanya didominasi oleh salah satu pihak saja, namun pihak 

yang lain benar-benar tidak pernah memberikan pengasuhan sama sekali. 

Pengasuhan tersebut tidak hanya berdasarkan pemeliharaan terhadap anak itu 

sendiri, namun pengasuhan untuk tetap terpenuhi nafkah anak atau untuk 

kesehatan anak mereka pun tidak ada sama sekali. Sehingga pengasuhan tersebut 

murni hanya dari salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lain yang harusnya 

turut bersangkutan dengan anak tersebut. Seperti hasil wawancara salah satu 

warga yaitu Ibu Wanti : 

―  yah anak saya sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah, 

menanyakan kabar saja tidak pernah, memberikan nafkah juga tidak apalagi 

mau ikut serta memelihara anak saya tidak ada sama sekali, kami bercerai 

hubungan dengan anaknya pun lepas.‖
67

 

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Sarina, ia mengatakan bahwa : 

― Setelah bercerai anak saya telah kehilangan sosok ayah dimana 

mantan suami saya telah memiliki keluarga baru dan tidak lagi peduli kepada 

anak-anaknya sehingga anak saya tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih 

sayang dari sosok ayah.‖ 
68
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Terdapat beberapa kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bacukiki 

Barat terutama untuk para pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak 

kasusnya hampir sama. Hanya berbeda orang yang mengalaminya saja. Padahal 

sudah sangat jelas, bahwa anak merupakan kewajiban dari kedua belah pihak, 

dan kewajiban itu melekat meskipun kedua belah pihak (orang tua) tersebut telah 

bercerai. 

Wawancara di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab ayah terhadap 

anak setelah perceraian sudah tidak dihiraukan oleh ayah anak tersebut padahal 

dalam menafkahi anak, seorang ayah wajib menafkahi anaknya meskipun telah 

terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, namun kenyataannya putusan 

yang menjelaskan bahwa ayah tetap wajib memenuhi nafkah anaknya meskipun 

telah bercerai dengan sang penggugat hanyalah tertera dalam hitam diatas putih 

saja karena pada kenyataan yang penulis peroleh tidak sesuai dengan 

kenyataannya. 

Banyaknya sosok ayah  yang mengenyampingkan pemenuhan nafkah 

anak setelah terjadinya perceraian  dimana seorang ayah yang lalai dalam hal 

memberi nafkah kepada anaknya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu 

rumah lagi tetapi tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya. 

Selanjutnya peneliti memperoleh hasil  wawancara dari ibu Ratnawati, ia 

mengatakan: 

― Saya yang menanggung semua kehidupan anak saya, mulai dari 

pemeliharaan anak, nafkah untuk anak, dan semua kebutuhan anak saya 

padahal setahu saya jika suami / istri bercerai, bapak masih wajib untuk 



47 

 

 

 

memberikan apapun terhadap anaknya terutama soal tanggung jawabnya 

sebagai seorang bapak/ayah.‖ 
69

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh ibu Ratnawati menyampaikan 

bahwa semua kebutuhan anak-anaknya dia yang menanggungnya mulai dari 

merawat, memelihara, sampai nafkah dia sendiri yang bertanggung jawab 

mantan suaminya sudah tidak bertanggung jawab sama sekali. Hal tersebut 

membuktikan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya setelah 

perceraian tidak dipenuhi oleh sosok ayahnya. 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Wati yang 

mengatakan: 

― Selama saya menikah mantan suami saya melakukan KDRT 

terhadap saya lalu pergi meninggalkan anak-anaknya dan tidak lagi 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, hanya hitungan jari dia 

temui anaknya dan memberikan uang setelah itu sampai sekarang sudah 

hilang kabar.‖
70

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh ibu Wati menyampaikan bahwa 

pada saat dia menikah dengan mantan suaminya dia mendapatkan KDRT dan 

setelah bercerai mantan suaminya hanya temui anaknya berapa kali saja dan 

memberikan uang kepada anaknya setelah itu mantan suaminya hilang kabar 

sampai sekarang sudah tidak pernah bertemu anaknya lagi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sosok ayah dari anak tersebut hanya memenuhi tanggung 

jawabnya diawal perceraian saja setelah itu dia melupakan tanggung jawabnya 

sebagai seorang ayah. Dalam islam meskipun kedua orang tua telah bercerai, 

ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya. 
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Dilihat dari sisi lain atau dari sisi seorang ayah, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan ayah tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak. Faktor 

yang paling berpengaruh yakni faktor perceraian dimana perceraian akan 

mengakibatkan orang tua lepas dari tanggung jawab terhadap anak, orang tua 

(laki-laki) yang kehilangan rasa tanggung jawab terhadap seorang anak 

kandungnya dia merasa tanggung jawabnya itu terlepas karena status perceraian, 

kebencian, cekcok terhadap istri berimbas kepada seorang anak yang dimana 

anak tersebut tidak tahu apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya. 

Adapun faktor-faktor yang tidak terpenuhinya tanggung jawab ayah 

terhadap anak pasca perceraian yaitu miskin, menikah kembali, dan kurangnya 

pemahaman agama. Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing 

suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap 

istrinya antara lain memberi nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya 

tidak adanya tanggung jawab dari suami dalam memberikan nafkah kepada istri 

yang salah satunya karena tidak adanya pekerjaan yang cukup memadai. Hal ini 

pula yang menjadi salah satu penyebab gugatan cerai yang diajukan oleh istri. 

Untuk mengetahui alasan seorang ayah tidak menafkahi anaknya maka 

peneliti mewawancarai bapak Muh. Erwin seorang ayah / mantan suami yang 

digugat, ia mengatakan bahwa: 

― Saya tidak mempunyai pekerjaan tetap makanya saya tidak dapat 

ikut memenuhi pemeliharaan anak ataupun memberikan tanggung jawab saya 

baik nafkah batin/rohani anak saya jadi saya malu pada mantan istri dan 

memberikan semua pengurusan anak kepada mantan istri saya.‖
71

 

                                                             
71

 Muh. Erwin (24), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Wawancara di Jl. Khalik 

Pada Tanggal 19 Oktober 2023. 



49 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Muh. Erwin, ia 

menyampaikan bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karena itu dia 

malu kepada mantan istrinya dan memberikan seluruh pengurusan dan tanggung 

jawab kepada mantan istrinya karena mantan istrinya lebih layak untuk 

menghidupkan anak-anaknya. Padahal pada dasarnya banyak sedikitnya 

pendapatan seorang ayah ia tetap harus menafkahi anaknya dan seharusnya 

sosok ayah tidak memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada seorang ibu 

meskipun keduanya telah bercerai. 

Selanjutnya peneliti  juga melakukan wawancara dengan bapak Ilham 

untuk mendapatkan kejelasan, ia mengatakan: 

―Semenjak saya bercerai dengan mantan istri, saya bertemu dengan 

anak saya hanya empat atau lima kali saja, itupun pada saat awal bercerai 

dengan mantan istri saya dan sekarang sudah tidak lagi pernah menjenguk 

ataupun bertemu dengan anak-anak saya karena saya sudah berkeluarga dan 

saya takut sama istri saya sekarang, saya tahu ini salah tapi mau bagaimana 

lagi insha Allah kedepannya atau dalam waktu dekat saya bisa memperbaiki 

hubungan saya dengan anak-anak saya dan ikut dalam bertanggung jawab 

memelihara tumbuh kembang anak saya meskipun sudah terlambat dan saya 

tidak tahu apakah mereka bisa menerima saya atau tidak.‖
72

 

Berdasarkan wawancara diatas oleh bapak Ilham bahwa ketika bercerai 

dengan mantan istrinya dia hanya sempat menjenguk empat sampai lima kali 

saja pada awal bercerai dengan mantan istrinya, sekarang setelah dia berkeluarga 

lagi dia sudah tidak pernah menjenguk dan bertanggung jawab terhadap anaknya 

karena takut sama istrinya sekarang, dia tahu ini salah karena tidak bertanggung 

jawab tapi dia berharap suatu saat dia bisa memperbaiki hubungan dengan 

anaknya meskipun sudah terlambat. Sudah jelas perbuatan bapak tersebut salah 
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karena pada dasarnya dia tidak boleh takut kepada istri barunya bagaimanapun 

anaknya bersama istri sebelumnya tetap tanggung jawabnya apalagi seorang 

anak membutuhkan biaya untuk beberapa hal salah satunya dalam hal 

pendidikan, sebaiknya meskipun tidak dapat sering bertemu sosok ayah tetap 

harus menafkahi anaknya apalagi teknologi saat ini sudah canggih dia bisa 

mentransfer nafkah ke anaknya. 

B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tanggung Jawab Pada 

Anak Pasca Perceraian di Bacukiki Barat 

Hukum Islam sangat memperhatikan dan menekankan tanggung jawab 

seorang ayah terhadap anak-anaknya, terutama setelah perceraian. Dalam hukum 

Islam, ayah memiliki kewajiban yang jelas terhadap anak-anaknya, baik dalam 

hal pemenuhan kebutuhan finansial maupun emosional. Hukum Islam 

memandang pentingnya kesejahteraan anak-anak dan menempatkannya sebagai 

prioritas utama, bahkan dalam situasi perceraian. Oleh karena itu, dalam 

menangani perceraian, hukum Islam menekankan perlunya menjaga hak-hak 

anak dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik, termasuk 

melalui kewajiban ayah terhadap mereka pasca perceraian. 

Temuan pada penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab 

orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa 

diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur 

perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan antara produk hukum 

yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk 

kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam 
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penelitian ini. Hal ini dilihat dari banyaknya sampel yang masih belum bisa 

melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat 

memperhatikan hal-hal tersebut, Bapak Zulkifli Thalib selaku Kepala Bidang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: 

“Ayah tetap bertanggung jawab dimanapun hak asuh itu berada, 

semua tetap punya tanggung jawab baik ayah maupun ibu, karena anak tidak 

boleh jadi korban atau imbas dari perceraian itu sendiri, jadi hak-hak anak 

terhadap ayah maupun ibu tetap harus diberikan.‖
73

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib 

menyampaikan bahwa Ayah harus bertanggung jawab, orang tua tetap 

mempunyai tanggung jawab termasuk ibu karena anak tidak boleh menjadi 

korban dari perceraian sedangkan pada kecamatan Bacukiki Barat sebagian 

besar perceraian menyebabkan seorang anak kehilangan nafkah dari sosok ayah. 

Kemudian hasil wawancara menurut pendapat Kepala Bidang 

Perlindungan Anak mengenai jika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung 

jawab pasca cerai, menjelaskan bahwa: 

― Menurut saya jika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawab 

jelas melanggar aturan, itu sudah termasuk unsur penelantaran jika seorang 

ayah lepas tanggung jawab terhadap anaknya.‖
74

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib 

menyampaikan bahwa seorang ayah jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya 

itu sudah jelas melanggar aturan dan unsur penelantaran anak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat sudah 
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jelas menjadi korban dari perceraian dimana mereka tidak mendapatkan nafkah 

dari ayahnya setelah terjadi perceraian. 

Lebih lanjut melalui wawancara dengan bapak Zulkifli Thalib mengenai 

penafsirannya tentang hilangnya tanggung jawab seorang ayah pasca perceraian, 

menjelaskan bahwa: 

― Menurut penafsiran saya pada dasarnya seorang ayah sadar akan 

tanggung jawabnya namun ada beberapa ayah yang lalai dalam tanggung 

jawabnya atau tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap anaknya karena 

merasa bahwa anaknya tidak berada dalam pengasuhannya sehingga dia 

merasa dia tidak mempunyai tanggung jawab atas apa yang terjadi setelah 

bercerai, ini adalah kesalahan walaupun pada dasarnya mereka berpikir dia 

memiliki tanggung jawab namun dia menutup mata dan menghilangkan 

tanggung jawab mereka‖
75

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib 

menyampaikan bahwa pada dasarnya seorang ayah sadar akan tanggung 

jawabnya tetapi ada beberapa ayah yang lalai dari tanggung jawab tersebut 

karena merasa bahwa anaknya sudah bukan dalam asuhannya dan merasa tidak 

mempunyai tanggung jawab lagi setelah bercerai, pada dasarnya mereka hanya 

menghilangkan dan tidak peduli pada tanggung jawabnya. Padahal dalam islam 

dijelaskan bahwa seorang ayah tidak boleh lalai terhadap tanggung jawabnya 

kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian dan masing-masing orang 

tuanya memiliki keluarga masing-masing tetap seorang anak harus mendapatkan 

tanggung jawab dari kedua orang tuanya. 

Selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat 

tentang pentingnya pemahaman tentang pemeliharaan anak oleh Bapak Zulkifli 

Thalib selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : 
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― Tiap tahun kami melaksanakan sosialisasi bahkan di DP3A itu ada 

program pemenuhan hak nak, dari semua kasus tidak boleh ada imbas 

terhadap anak dari keluarga yang utuh ataupun yang sudah bercerai, karena 

kadang orangtua yang masih rukun hak anak juga tidak di dapat apalagi sudah 

bercerai, disinilah kami hadir memastikan bahwa hak-hak anak ini 

terpenuhi‖
76

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib 

menyampaikan bahwa setiap tahun di DP3A melaksanakan program sosialisasi 

yaitu mengenai pemenuhan hak anak, dari semua kasus-kasus termasuk kasus 

dalam keluarga tidak boleh ada imbas terhadap anak, baik dari keluarga yang 

utuh maupun yang telah bercerai, karena kadang orang tua masih utuh atau 

rukun pun hak anak juga masih tidak didapatkan apalagi jika orang tua sudah 

bercerai, disini DP3A hadir untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap 

terpenuhi. 

Permasalahan hak-hak anak adalah suatu kewajiban mutlak yang harus 

dilaksanakan oleh setiap orang tua. Karena pada dasarnya anak merupakan 

titipan dari Allah swt yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu para 

orang tua harus ikut andil dalam hal pengasuhan anak. Anak-anak tidak bisa 

ditelantarkan begitu saja walaupun orang tua mereka sudah bercerai. Walaupun 

kewajiban terhadap pasangan suami istri sudah terputus, namun ada kewajiban 

atau pemenuhan hak-hak anak dari orang tua yang tidak akan mungkin terputus 

dari orang tuanya. Maka dari ini peneliti akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas untuk menjabarkan penemuan dari peneliti. 

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu 

akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksankan tanggung 
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jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat 

tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga Anak 

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh 

akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak.  

Pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga 

disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 

21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum 

Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.
77

 

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi 

anak juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan  nak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: ―Setiap anak berhak untuk 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi‖.
78

 

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang 

menyatakan bahwa ―Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab 
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atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial.”
79

 

Temuan pada penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab 

orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa 

diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur 

perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan antara produk hukum 

yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk 

kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam 

penelitian ini. Hal ini dilihat dari banyaknya sampel yang masih belum bisa 

melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya. 

Kewajiban dan keharusan  terhadap orang tua terhadap anak telah diatur 

secara rinci dan jelas pada  pasal 26 ayat 1 UUPA. Terhadap kewajiban tersebut 

orang tua memiliki kewajiban secara penuh untuk mewujudkan pemeliharaan 

terhadap hak-hak anak secara penuh. Akan tetapi dilain sisi, ada ketentuan yg 

mengatur terkait kewajiban orang tua setelah adanya pemisahan. 

Pemisahan dalam hal ini adalah ketika orang tua bercerai kemudian 

meninggalkan seorang anak. Pasal 14 UUPA telah mengatur hal ini secara rinci 

dan jelas. Bahkan untuk memperjelas ada penambahan pasal yg dilakukan agar 

penerapannya lebih maksimal. Perubahannya terletak pada pasal 14 ayat 2 UU 

No. 35/ Jo. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini adalah pasal 

tambahan yang diperuntukkan sebagai pelengkap aturan agar pengaturan terkait 

hak-hak anak yang telah mengalami pemisahan tetap terjaga dan dapat dilakukan 

atau dipenuhi  oleh kedua orang tua yang telah berpisah. 
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Tanggung jawab dan Hak untuk anak ini menjadi hal yang paling penting 

untuk dipenuhi dari keduanya. Karena merupakan hal yang paling utama dan 

diperlukan untuk memenuhi kehidupan anak seperti sandang, pangan, dan papan 

untuk mereka ;hak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, 

pengasuhan dari orang tua pasca bercerai bisa dengan cara yang bervariasi. Hal 

ini dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika terjadi perceraian 

keduanya masih tetap harus mengasuh anak mereka dan tetap memberi 

pengawasan penuh kepada anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak 

diinginkan; Selain itu pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan, kedua hal 

tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam 

memenuhinya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak membebankan salah satu pihak 

saja dan dikhawatirkan pihak tersebut tidak dapat memenuhinya. 

Pemenuhan hak anak dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak 

dapat direlevansikan dengan nilai-nilai Islam yang dalam konsep pengasuhan 

anak penuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak 

hal ini sangatlah relevan. Dalam bentuk kewajiban orang tua pun, Undang-

Undang ini sangatlah relevan dengan nilai-nilai islam dalam menentukan 

kewajiban orang tua terhadap anak baik sebelum ada pemisahan atau sesudah 

ada pemisahan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian ini memberikan gambaran, 

bahwa masih banyak sekali orang tua yang telah bercerai melalaikan atau 

meinggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemelihara atau yang 

bertanggung jawab terhadap anak. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan 

UU Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 14 yang telah diterbitkan. Pasal 
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tersebut mengatur sangat rinci dan jelas terkait hak-hak anak beserta bentuk 

peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. 

Pada penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa bentuk tanggung 

jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa 

diaplikasikan atau diterapkan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang 

mengatur perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan atau tidak 

sesuai antara produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang 

mengatur diantara bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian 

dengan temuan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dibuktikan  dari adanya 

beberapa sampel yang masih belum bisa melaksanakan bentuk kewajiban 

sebagai orang tua terhadap anaknya.  

Perlu diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anak harus tetap 

dipenuhi meskipun mereka telah bercerai dengan pasangan mereka. Kewajiban 

tersebut harus dipenuhi sampai saat anak tersebut telah mampu mengandalkan 

dirinya sendiri untuk kehidupan mereka. Namun jika anak tersebut belum 

mampu menghidupi dirinya sendiri maka tanggung jawab tersebut tetap harus di 

tanggung oleh kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan 

yang telah diamantkan dalam UU No.23/2022 Jo. UU No. 35/2014 Pasal 14 ayat 

(1 dan 2). 

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak sudah menjadi hal yang 

paling penting untuk dipenuhi dari keduanya. Karena bentuk tanggung jawab 

merupakan hal yang paling utama dan diperlukan untuk memenuhi kehidupan 

anak seperti sandang, pangan, dan papan untuk mereka. Selain itu anak juga 

berhak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, pengasuhan 
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dari orang tua pasca bercerai bisa dengan cara yang bervariasi dan bermacam-

macam. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terjadi 

perceraian kedua orang tua  masih tetap harus mengasuh anak mereka dan tetap 

memberi pengawasan penuh kepada anak mereka agar terhindar dari sesuatu 

yang tidak diinginkan. Pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan juga 

diperlukan oleh seorang anak, oleh karena itu kedua hal tersebut tidak bisa 

diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam memenuhinya. 

Keduanya perlu berperan aktif agar tidak membebankan salah satu pihak saja 

dan dikhawatirkan pihak tersebut tidak dapat memenuhinya. 

Pemenuhan hak anak dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan 

Anak dapat direlevansikan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dalam konsep 

pengasuhan anak penuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat anak hal ini sangatlah relevan. Dalam bentuk kewajiban orang tua pun, 

Undang-Undang ini sangatlah relevan dengan nilai-nilai islam dalam 

menentukan kewajiban orang tua terhadap anak baik sebelum ada pemisahan 

atau sesudah ada pemisahan. 

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di 

samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung 

jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi 

anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan 

bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, 

ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, 

syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, 

bahwa Allah pasti membalas setiap perbutatan manusia, meiaksanakan shalat, 
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amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana 

dalam tutur kata maupun berslkap. 

Dalam hukum keluarga islam orang tua harus memenuhi tiga hal untuk 

membuktikan bahwa dirinya benar-benar bertanggung jawab terhadap anaknya 

meskipun telah berpisah. Hal-hal tersebut antara lain : 

a. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya). 

Kewajiban seorang laki-laki yang  telah menikah untuk memberi 

nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang 

dalam  l Qur‘an Surah  l-Baqarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk 

memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat 

sebagai berikut :  

a) anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, 

yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena masih 

kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak 

mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan; 

b) bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik 

karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang 

memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya. 

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila 

anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan 

tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahinya 
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gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja tetapi 

tidak dapat bekerja karena sakit atau terdapat kelamahan lainnya, maka 

bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab 

berupa pemeliharaan anak, nafkah, kasih sayang, dan lain-lain.  Namun 

sayangnya beberapa anak di Bacukiki Barat tidak mendapatkan tanggung 

jawab dari ayahnya setelah terjadi perceraian padahal umur mereka masih 

tergolong sangat muda sehingga belum bisa memenuhi tanggung jawab 

untuk dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ayah 

pada anak di Bacukiki Barat tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. 

b. Teori Maslahah 

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-

Qur‘an dan Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan 

hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. seperti, 

pembukuan ayat-ayat Al-Qur‘an. meskipun tidak ada nash yang 

memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat. 

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada 

istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah 

Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib 

untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi tanggung jawab dan 

nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum 

lelaki lebih utama dari kaum wanita. Setelah terjadi perceraian tanggung 

jawab suami untuk bertanggung jawab menafkahi istri sudah tidak ada 

namun untuk menafkahi anak tetap wajib. Anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua nya meskipun keduanya telah bercerai. 
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Namun di Bacukiki Barat beberapa anak tidak pernah dikunjungi lagi 

oleh ayahnya setelah perceraian, padahal seorang anak tentu saja 

memiliki rasa rindu kepada ayahnya jika lama tidak bertemu. Meskipun 

pertemuan tidak begitu penting daripada nafkah materi ada baiknya orang 

tua tetap mengunjungi anaknya sebagai bentuk perhatian dan tanggung 

jawab dalam bentuk pemeliharaan anak agar seorang anak merasa dirinya 

tetap memperoleh kasih sayang meskipun orang tuanya sudah berpisah. 

Namun sayangnya beberapa anak merasa dirinya tidak diperhatikan lagi 

oleh ayahnya setelah orang tua nya berpisah. Ada anak yang tidak pernah 

lagi dikunjungi oleh orang tuanya selama bertahun-tahun. 

c. Teori Hadhanah 

Hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang 

belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan 

pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua 

orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, 

selama keduanya mempunya kemampuan untuk      itu. 

Tetapi masih banyak diantara umat Islam yang tidak memahami 

masalah penting ini. Terlebih diera globalisasi seperti saat ini, di tengah 

maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam, banyak faktor 

yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir umat; kebodohan terhadap 

ajaran agama adalah salah satu sebab utama.  

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban 

orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban 
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memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah 

seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah 

berceraipun kewajiban tersebut tidak boleh di abaikan, tetapi yang hasil 

wawancara peneliti di Bacukiki Barat mengenai nafkah anak setelah 

bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari 

seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat 

setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum 

dianggap dewasa. 

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik 

anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak 

siapa hadhanah ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak 

bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat 

pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini 

terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi atau dengan kata 

lain jika hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu 

melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, 

jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak 

bersama antara kedua orang tua dan anak. Kalau salah satu pihak orang 

melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, 

sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua 

kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih 

sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya 

hak hadhanah bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu 



63 

 

 

 

pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya 

satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.
80

 

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap 

tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban 

tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang 

pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk 

salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban 

tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Anak berhak atas 

penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan 

diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang 

tuanya maupun masyarakat atau Negara. 

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan 

pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. 

Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi 

pengawasan (menjaga keselamat jasmani dan rohani), pelayanan 

(memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta 

mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. 

Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orang tua. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bacukiki Barat 

diperoleh hasil bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak pasca 

perceraian kenyataannya tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. 

  

                                                             
80

 M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h.68 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang 

diperoleh dan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana 

semua permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan 

rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut 

1. Fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian 

di Bacukiki Barat yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam 

pelaksanaanya, ada yang yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, 

bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau 

berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela. Sebagian besar 

pengakuan orang tua yang dimaksud dengan memenuhi tanggung jawab 

dalam pemeliharaan anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan 

oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan 

dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan 

memenuhi tanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Namun yang terjadi 

perihal tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di 

Bacukiki Barat  semua anak hasil perkawinan yang sah dan ikut tinggal 

bersama ibunya hampir semua tanggung jawab terhadap anak yang 

menanggung sepenuhnya adalah ibu. 
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2. Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di 

Bacukiki Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam tidak sesuai dengan 

yang seharusnya. Anak-anak tidak mendapatkan tanggung jawab dalam 

pemeliharaan anak dari ayah kandungnya setelah orangtuanya bercerai, 

anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya 

bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa 

tanggung jawab dari seorang ayah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

di atas bahwa Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak 

pasca perceraian di Bacukiki Barat dalam Perspektif Hukum Keluarga 

Islam tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena 

anak-anak tidak mendapatkan tangggung jawab penuh dari ayah 

kandungnya setelah orang tuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di 

Bacukiki Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi 

kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari 

seorang ayahnya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak pasca 

perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) 

agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:  

1. Pemenuhan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak harus 

diutamakan meskipun ikatan perceraaian telah putus, karena memberikan 

tanggung jawab seperti memberikan kasih sayang, ikut andil dalam 
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pemeliharaan anak, maupun nafkah kepada sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan anak kedepannya.  

2. Sebaiknya ketika dalam proses perceraian ada baiknya membahas atau 

ada sebuah perjanjian mengenai bentuk tanggung jawab terhadap anak 

jika tidak dipenuhi bagi seorang ayah.  

3. Sebaiknya masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat lebih memahami 

sebagai orang tua yang sudah bercerai tentang pentingnya tanggung jawab 

terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian agar hal buruk yang 

tidak diingikan yang menyangkut pertumbuhan anak kedepannya tidak 

terjadi, terutama bagi pendidikan anak. 
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Kelurahan Bumi Harapan, di Jl. Jend. Sudirman 
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Gambar 5 : Suasana wawancara dengan Wati (49), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi 

Harapan, di Jl. H. A. Sapada 
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Gambar 6 : Suasana wawancara dengan Muh. Erwin (24), Warga Masyarakat 

Kelurahan Bumi Harapan, di Jl. Khalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Suasana wawancara dengan Ilham (31), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi 

Harapan, di Kampung Mandar 
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